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ZABSTRAK

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam
mencapai tujuannya mengatur adanya penjatuhan sanksi pidana maupun tindakan. Penjatuhan
sanksi pidana maupun tindakan terhadap terdakwa berada ditangan hakim yang merupakan
suatu rangkaian akhir dari proses pemeriksaan perkara pidana yang terintegrasi dalam sebuah
Sistem Peradilan Pidana dengan = melibatkan berbagai sub-sistem dalam rangka
menyelenggarakan Kketertiban hukum bagi masyarakat. Salah satunya adalah ketertiban
hukum terhadap Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sampai sekarang masih
merupakan masalah yang menjadi’ perhatian baik dalam tingkat lokal, nasional dan
Internasional. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimanakah dasar
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara yang disertai dengan sanksi
rehabilitasi kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, 2). Bagaimanakah
pembuktian perkara yang putusannya berupa sanksi pidana penjara yang disertai dengan sanksi
rehabilitasi, dan 3). Bagaimanakah pelaksanaan putusan Rehabilitasi yang disertai dengan sanksi
pidana penjara. Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris dengan
sumber data baik secara langsung dari informen sebagai data primer dan data sekunder yang
bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan’ bahwa terdapat peluang bagi hakim untuk
menjatuhkan sanksi pidana penjara bersamaan dengan sanksi-tindakan berupa rehabilitasi
terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun penjatuhan bentuk sanksi
tersebut masih menimbulkan kendala di lapangan diantaranya karena belum adanya kesatuan
persepsi aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan perundang-undangan terkait
khususnya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta belum adanya ketentuan yang
tegas mengatur tata cara pelaksanaan bentuk putusan tersebut, sehingga juga masih
menimbulkan persoalan atau kendala dalam pelaksanaannya bagi lembaga terkait. Namun hal
ini hendaknya menjadi pemikiran bagi penyusun regulasi demi terwujudnya penegakan
hukum yang mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam
masyarakat.
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